Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan  pelayanan perdagangan di pasar kepada
masyarakat, perlu menyediakan prasarana dan sarana pasar yang

memadai;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf f Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
penyelenggaraan pelayanan pasar sebagai salah satu jenis retribusi

jasa umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Retribusi Pelayanan Pasar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15
Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Menetapkan

dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sleman.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan ternak yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan
yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari
pasar.

Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh
dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap
petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.

Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam
petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi
dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan
dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.

Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang
penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap yang terletak di atas lahan
pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan,
bongkar muat, dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di halaman atau area
pasar.

Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang
dan atau jasa di pasar.

Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan.
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan
daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang

atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan

penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola

Pemerintah Daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang.

(1)

(@)

Pasal 3

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan

untuk pedagang.

pelataran, los, dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



a. pelataran;
los:
1. los dengan sekat;
2. los tanpa sekat;
3. los sementara;
c. kios:
1. kios menghadap luar;

2. kios menghadap dalam.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerabh.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran

retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi pelayanan pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan:
a. kelas pasar;
b. jenis pasar;
jenis tempat dasaran;
d. luastempat dasaran; dan

e. golongan jenis dagangan.



